BAB 1V

PENUTLUP

A. Kesimpulan

Rahwa belum terlindungi hak atas pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN)-dalam pengguna jasa Jayanan kesehatan Dadan

Penyelenguars Jaminaan Sosial adalah dan

|. Pemenuhan hak peserta BPIS Kesehatan di RSU PKU Muhammadivah
Ka Yogyakarta dan RS1 PKU Mubammadiyalt: Kabupaten Baniul.
Bahwa dalam pemenuban hak peseria BPIS Keschataan sesuaat denzan
pemenuhan hak Ji dalam Perawran Presiden Nomor 111 Tahun 2013
tentang Perubshan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tuhun 2013 1entang
Jaminan Keschatan pasal 20, mencakup pelayanan promotf, preventil,
keuratif, dan rehabilitatil, hanya ada 2 hak terpenuhi kuratt dan rehabiliiauf
vang haru bisa berjalan.

2. Kesenjangaan dalam pemenubian hak peserta BPIS Kesehatan
Ada dua hal yang masih menjadi  kepadala dalam kesenpmngan
pemenuuhan hak pescrta BPIS Kesehaalan yaitu pertama kepesertaan
Jimana untuk informas: pelaynan dan kescuain kelas rawat inap yang
dipilih oleh peserta BPJS Kesehatan dalam perawatan belum terpenui,
kedua pelayanan untuk ketersediaan obat belum terpenuin secara lengkap,

duri dua hal tersebut munculah kesenjangan dalam pemenuhan hak.
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3. Perlindungan
Dengan melihat dari pemenuhan hak dan kesenjangan dalam pemenuhan
hak peserta BPIS Kesehatan dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan = yang mencakup layanan promotif
(peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyaakit), kuratif
(penyembuhan penyakit) dan rehabilitatif (pemulihan) hanya baru dapat

diterima oleh peserta BPJS Kesehatan layanan kuratif dan rehabilitatif.



B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis memberikan

saran sebagai berikut :

1. Pihak Rumah Sakit
Segera melakukan tindakan berkoordinasi dengan pihak - pihak terkait
untuk melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang sudah menjacs
kewajiban Rumah Sakit dan hak peserta BPIS Kesehatan yang sesual
dengan undang — undang dan peraturan yang berlaku dan herkoordinas
dengan BPJS Keschatan terkait pelayanan BPJS Keschatan yang belum
dapat bemulan sccara eptumal S€sual peraturaan yang ada. Segera
mencari solusi ata jalan Keluar permasalaban mu kenapaa ndak
beralan scual aturan yang ada.

2. Pihak BPJS Kesehatan
Karena didalam pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomer 12 Tabun 2013
tentang Jaminan Keschatan sudah jelas vang mencakup pelayanan
promotif, prefenil, kuwraut dan rehabilitatif, maka pihak BPJS
Kesehatan harus benar— henar melaksanakan apa yang sudah menjad
ketenmuan jangan sampal hanya sam oataun dus pelayanan vang
berjalandan scscpera mungkin membenahi langsung masalah
sebagai contoh misalkan menmimjau kembali kemasama  dengan

pelayanan kesehatan.
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